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Abstrak
 

Masyarakat Islam di Indonesia mula-mula terbentuk di Aceh, pada sekitar abad ke-12 Masehi, kemudian ke

seluruh pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, dan terakhir di Nusa Tenggara serta Irian

Jaya. Pada abad ke-17, hampir seluruh penduduk Indonesia telah memeluk agama Islam. Kehadiran penjajah

Belanda dan usaha kristenisasi, bahkan mempercepat proses Islamisasi di Indonesia. Setelah masyarakat

Islam meluas dan menguat maka mulai tumbuh kerajaan atau kesultanan Islam. Hukum Islam yang berasal

dan ajaran madzhab Syafi`i, mulai masuk dan berkembang seirama dengan berkembangnya masyarakat

Islam.

 

Para ulama melakukan Islamisasi hukum yang berlaku sebelum masuknya Islam, dengan cara menyaring

hukum adat atau kebiasaan yang berlaku, dengan hukum Islam serta mengganti simbol-simbolnya dengan

simbol-simbol hukum Islam, dan membentuk satu sistem hukum yang disebut hukum Islam Indonesia.

Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam secara yuridis, hukum Islam berlaku di seluruh wilayah

Indonesia. Hal ini diperkuat oleh teori Receptie in complexu Van Den Berg. Efektivitas hukum keluarga

Islam sangat kuat karena terkait erat dengan Islam dan sebagian bersifat statis.

 

Pemerintah Hindia Belanda dengan politik Islamnya serta politik hukumnya berusaha untuk menghapus

Islam dan hukum Islam dari bumi Indonesia, dengan cara mengadu domba antara ulama dengan para elite

penguasa pribumi serta kepala-kepala adat, antara hukum adat yang telah mengalami proses Islamisasi

dengan hukum Islam yang berasal dan madzhab Syafi`i, berdasakan teori receptie VanVollenhoven serta

muridnya,Ter Haar, dan melakukan asosiasi di bidang sosial hukum, dan pendidikan.

 

Pemerintah Hindia Belanda secara bertahap dan sistematis menghapus keberlakuan hukum Islam yang

tersisa yaitu hukum keluarga Islam, dengan cara makin mempersempit ruang gerak Pengadilan Agama yang

telah berkembang seirama dengan perkembangan hukum Islam, Politik Islam Belanda telah melahirkan tiga

aliran: aliran Islam tradisional yang mengganggap fikih sama dengan Islam, aliran pembaharu Islam yang

ingin memurnikan dan memberdayakan kembali Islam serta hukum Islam, dalam era modern, dan aliran

Islam netral agama yang berpaham sekuler serta berusaha memisahkan negara dari agama.

 

Pada masa penjajahan, ketiga aliran tersebut bersatu untuk menghadapi penjajahan Belanda dan Jepang.

Tetapi menjelang Indonesia merdeka, mulai terjadi perbenturan antara Islam Tradisional dan Pembaharu

(golongan Islam), dengan aliran sekuler, mengenai dasar negara. Perbenturan tersebut menghasilkan Piagam

Jakarta, dan akhirnya golongan Islam mengalah, maka lahirlah Pancasila. Perbenturan kedua terjadi ketika

sidang konstituante mengenai dasar negara. Kemudian diikuti perbenturan-perbenturan berturut-turut di

DPR dan MPR, dan terakhir perbenturan yang terjadi pada tahun 1973 mengenai pembaharuan hukum
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Perkawinan Islam, karena adanya perubahan sosial.

 

Kaum sekuler menghendaki pembaharuan hukum perkawinan dengan mengenyampingkan hukum Islam,

golongan Islam menghendaki sebaliknya. Tetapi akhirnya karena desakan golongan Islam (aliran tradisional

dan pembaharu), pembaharuan tersebut dilakukan dengan cara tetap memberlakukan hukum Perkawinan

Islam dari ajaran madzhab Syafi`i, bagi orang Islam berdasarkan pemikiran filsafati bahwa di negara RI

tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan hukum Agama, dengan mempertahankan bagian

hukum Islam yang bersifat statis, dan memperbaharui yang bersifat dinamis dengan metoda takhayyur/talfiq,

reinterpretasi atau ijtihad, siyasah syar`iyah, dan melalui keputusan Pengadilan Agama atau yurisprudensi.


